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BAB I 
PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap harta benda merupakan salah satu fungsi penting hukum pidana dalam menjaga ketertiban sosial. Dalam kehidupan masyarakat modern, handphone bukan hanya benda biasa, melainkan sarana utama yang menunjang aktivitas ekonomi, komunikasi, dan mobilitas sehari-hari. Karena itu, ketika kedua benda tersebut diambil secara melawan hukum, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyentuh rasa aman dan ketenangan korban. Dalam konteks demikian, hukum pidana hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering dijumpai dalam praktik. Meski terlihat sebagai delik yang sederhana, pencurian memiliki dimensi yang luas karena berkaitan dengan niat pelaku, kesempatan yang muncul, kondisi korban, serta cara pelaku melaksanakan perbuatannya. Tidak sedikit tindak pidana pencurian dilakukan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan memanfaatkan kelalaian atau keadaan lengah dari korban. Pola semacam ini menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan tidak selalu bersifat terang-terangan, tetapi sering bergerak secara diam-diam dengan memanfaatkan celah situasi yang ada.

Secara teoritis, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Rumusan ini terlihat singkat, namun di dalamnya terkandung unsur-unsur penting yang harus dibuktikan secara cermat, yaitu adanya tindakan mengambil, adanya barang, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud memiliki dengan melawan hukum. Oleh karena itu, setiap perkara pencurian harus dianalisis secara teliti agar dapat diketahui apakah fakta-fakta yang terjadi benar-benar memenuhi konstruksi delik sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.

Judul penelitian ini menjadi menarik karena secara khusus menyoroti tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian korban. Fokus ini penting, sebab dalam banyak kasus justru pelaku tidak perlu menggunakan alat khusus, ancaman, ataupun kekerasan, melainkan cukup dengan mengamati situasi, melihat adanya kesempatan, lalu melakukan pengambilan barang secara cepat. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa kelalaian korban sering menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya kejahatan, walaupun tentu saja hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan berkas perkara yang dilampirkan, peristiwa pidana ini berkaitan dengan dugaan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dengan objek berupa satu unit handphone Realmi C2 milik korban. Dari keterangan dalam berita acara pemeriksaan, pelaku diduga memanfaatkan keadaan lokasi yang sepi, menemukan handphone yang berada di tempat kejadian. Fakta awal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif yuridis karena memperlihatkan hubungan antara niat jahat pelaku dan kondisi lengah yang dimanfaatkan untuk melakukan pencurian. 

Dalam ilmu hukum pidana, unsur kesengajaan atau kehendak memiliki barang secara melawan hukum merupakan bagian penting untuk menilai ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat begitu saja dikatakan melakukan pencurian hanya karena berada di tempat kejadian atau memegang barang tertentu, tetapi harus dapat dibuktikan bahwa ia dengan sadar melakukan pengambilan terhadap barang milik orang lain untuk dikuasai secara melawan hukum. Oleh sebab itu, analisis terhadap perkara ini harus diarahkan tidak hanya pada peristiwa pengambilan barang, tetapi juga pada kehendak batin pelaku yang tercermin dari cara, tujuan, dan tindakan lanjutan setelah barang tersebut dikuasai.

Apabila dicermati lebih jauh, pencurian dengan memanfaatkan kelalaian korban memiliki karakter yang khas. Kejahatan ini biasanya dilakukan dalam suasana yang tampak normal, tanpa kegaduhan, tanpa ancaman, bahkan kadang tanpa disadari korban pada saat itu juga. Justru karena dilakukan dalam kondisi yang tampak biasa, bentuk pencurian seperti ini sering dianggap sederhana, padahal dampaknya tetap serius. Korban dapat kehilangan barang berharga yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sedangkan pelaku memperoleh keuntungan dari kelemahan situasi yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Dari segi objeknya, handphone merupakan barang yang sangat dekat dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. Kehilangan handphone dapat berakibat lebih luas karena perangkat tersebut sering menyimpan identitas pribadi, dokumen, akses komunikasi, dan bahkan data keuangan. Oleh karena itu, pencurian terhadap barang tersebut tidak dapat dipandang ringan. Ia merupakan bentuk gangguan nyata terhadap keamanan individu dan stabilitas sosial yang seharusnya mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum pidana.

Dalam kerangka penegakan hukum, penyidikan memegang peran sentral untuk mengungkap terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Melalui proses pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti, penyidik berupaya membangun rangkaian fakta hukum yang dapat menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Karena penelitian ini menggunakan studi kasus di Polres Pelabuhan Belawan, maka analisis yuridisnya juga perlu memberi perhatian pada bagaimana proses penanganan perkara dilakukan, sejauh mana unsur-unsur pidana dirumuskan dalam pemeriksaan, dan bagaimana fakta-fakta tersebut diarahkan untuk pembuktian.

Meskipun dalam perkara ini terdapat faktor kelalaian korban, hukum pidana tetap menempatkan pelaku sebagai subjek yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kelalaian korban hanyalah kondisi yang membuka kesempatan, sedangkan inti pelanggaran hukum tetap terletak pada tindakan pelaku yang secara sadar mengambil barang milik orang lain. Dengan kata lain, kesempatan tidak pernah dapat dibenarkan sebagai alasan pembenar untuk melakukan kejahatan. Justru pemanfaatan atas kelalaian itulah yang menunjukkan adanya niat jahat dan pilihan sadar pelaku untuk melanggar hukum.

Secara normatif, tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian. Selain itu, proses pembuktian dan penanganan perkara pidana juga harus mengacu pada ketentuan hukum acara pidana agar setiap tindakan penyidik, pemeriksaan, dan penggunaan alat bukti tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada teori-teori hukum pidana, tetapi juga pada landasan normatif yang menjadi pijakan dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini penting dilakukan karena mampu menghubungkan antara teori hukum pidana dengan kenyataan konkret yang terjadi dalam masyarakat. Kasus pencurian yang memanfaatkan kelalaian korban menunjukkan bahwa kejahatan dapat tumbuh dari situasi sehari-hari yang tampak biasa, sehingga masyarakat sering kurang menyadari potensi bahayanya. Dari sisi akademik, penelitian ini berguna untuk memperjelas penerapan unsur-unsur pencurian dalam kasus konkret. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih memahami pola kejahatan yang berkembang di lingkungan sekitar.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Proses Penyidikan Pencurian Handphone Akibat Kelalaian Korban Di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana upaya penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
2. Menjelaskan dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan
3. Mengkaji kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban di wilayah Polres Pelabuhan Belawan.
4. Menganalisis upaya penyidik Polres Pelabuhan Belawan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian handphone akibat kelalaian korban.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian korban, serta menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, serta pihak terkait lainnya dalam menerapkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana secara tepat, terutama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencurian, penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, dan penanganan perkara secara efektif serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, cermat, dan akuntabel dalam penanganan perkara pencurian handphone di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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